
TUNJANGAN GURU SWASTA DI KUDUS TAHUN 2025, KAPAN CAIR?
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Isi Berita: 

Murianews,  Kudus  –  Tunjangan  guru  swasta  atau  Honorarium Kesejahteraan  Guru 

Swasta (HKGS) tahun 2025 hingga kini belum cair.

Wakil  Ketua  DPRD Kudus  Mukhasiron  pun mengimbau para  guru  penerima untuk 

bersabar terkait pencairan dana HKSG tahun 2025. 

Menurutnya,  dana  tersebut  telah  masuk  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja 

Daerah  (APBD)  2025  dengan  nominal  minimal  Rp  satu  juta  per  bulan,  namun 

pencairannya masih menunggu regulasi dalam bentuk peraturan bupati (perbup).

”Program HKGS ini sebenarnya bisa dicairkan mulai Januari, tapi harus sabar karena 

masih  masa  transisi.  Kalau  belum  ditindaklanjuti  dengan  perbup,  ya  tidak  bisa 

dicairkan,”  jelas  Mukhasiron  saat  memberikan  sambutan  pada  acara  Halalbihalal 

FKWB Kudus, Sabtu (19/4/2025).

Ia menyebut perbup sebelumnya mengatur nilai HKGS antara Rp 350 ribu hingga Rp 

satu  juta  per  bulan.  Namun,  karena  perbup  yang  baru  belum  diterbitkan,  Dinas 

Pendidikan belum bisa melaksanakan pencairan.

”Saya yakin bapak ibu bertanya-tanya kapan cairnya tapi sabar dulu nggih. Kepala dinas 

pendidikan pun tidak bisa bertindak tanpa payung hukum,” ujarnya.

Mukhasiron menambahkan, total anggaran untuk program ini mencapai Rp 55 miliar 

untuk enam bulan dari Januari hingga Juni 2025. Kekurangannya akan dilengkapi dalam 

APBD perubahan.
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Ia menegaskan bahwa seluruh kegiatan dinas dikurangi demi mendukung visi dan misi 

bupati dalam menyukseskan program HKG.

”Ini sudah masuk dalam RPJMD dan telah melalui proses rembuk. Jadi kami serius,” 

katanya.

Untuk calon  penerima baru,  Mukhasiron  menyebut  akan dilakukan verifikasi  sesuai 

dengan ketentuan dalam perbup yang akan datang. Ia meminta semua pihak menunggu 

informasi lebih lanjut terkait proses tersebut.

Selain itu, ia mengakui bahwa tenaga kependidikan non-guru seperti TU dan sebagainya 

masih banyak yang belum menerima HKGS.

”Kami baru bisa menganggarkan Rp 3 miliar. Semoga nanti pada APBD perubahan bisa 

ditambah. Kami lakukan bertahap,” ujarnya. (Muhamad Fatkhul Huda)

Sumber Berita:

1. https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/437976/tunjangan-guru-

swasta-di-kudus-tahun-2025-kapan-cair?page=1,  “Tunjangan  Guru  Swasta  di 

Kudus Tahun 2025, Kapan Cair?”, tanggal 19 April 2025.

2. https://www.facebook.com/Murianewscom/posts/tunjangan-guru-swasta-atau-

honorarium-kesejahteraan-guru-swasta-hkgs-tahun-2025-/1125916649552601/, 

“Tunjangan Guru Swasta di Kudus Tahun 2025, Kapan Cair?”, tanggal 20 April 

2025.

Catatan:

 Berdasarkan artikel  tersebut  di  atas diketahui  bahwa Tunjangan guru swasta atau 

Honorarium Kesejahteraan Guru Swasta  (HKGS) Tahun 2025 hingga kini  belum 

cair.  Menurutnya,  dana  tersebut  telah  masuk  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan 

Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dengan nominal minimal satu juta rupiah per 

bulan, namun pencairannya masih menunggu regulasi dalam bentuk peraturan bupati 

(Perbup).  Total  anggaran  untuk program ini  mencapai  Rp 55 miliar  untuk enam 

bulan dari Januari hingga Juni Tahun 2025. Kekurangannya akan dilengkapi dalam 

APBD perubahan.

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

merupakan  dasar  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  Penerimaan  dan 

Pengeluaran Daerah.

b. Pasal 24
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1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah 

dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri atas:

a) Belanja Daerah; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 

ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah.

d. Pasal  55  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Klasifikasi  Belanja  Daerah  terdiri  atas: 

antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. 

belanja transfer

e. Pasal  56  ayat  (1)  menyatakan bahwa,  Belanja  operasi  sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang 

dan jasa

f. Pasal  59  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Belanja  barang  dan  jasa  sebagaimana 

dimaksud  dalam Pasal  56  ayat  (1)  huruf  b  digunakan  untuk  menganggarkan 

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, 

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak 

ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja 

barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, 

jasa  kantor,  jasa  asuransi,  perawatan  kendaraan  bermotor,  cetak/penggandaan, 

sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa 

perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan 

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, 

perjalanan  dinas  pindah  tugas,  pemulangan  pegawai,  pemeliharaan,  jasa 

konsultansi,  jasa  ketersediaan  pelayanan  (availability  payment,  lain-lain 

pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa 

yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa 

yang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan 

PNS,  belanja  kursus,  pelatihan,  sosialisasi  dan  bimbingan  teknis  PNS,  dan 

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang 

dimaksud  dengan  "barangfjasa  yang  akan  diserahkan  atau  dijual  kepada 

masyarakat/pihak  ketiga"  adalah  barang/jasa  yang  terkait  dengan  pencapaian 

Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
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g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan 

untuk menganggarkan jalan,  irigasi,  dan jaringan mencakup jalan,  irigasi,  dan 

jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai 

oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

h. Pasal  159  ayat  (1)  menyatakan  bahwa Pengelolaan  BMD adalah  keseluruhan 

Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, 

penggunaan,  pemanfaatan,  pengamanan  dan  pemeliharaan,  penilaian, 

pemindahtanganan,  pemusnahan,  penghapusan,  penatausahaan  dan  pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian.

 APBD  pada  dasarnya  memuat  rencana  keuangan  daerah  dalam  rangka 

melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu 

periode  anggaran.  Tahun  anggaran  APBD meliputi  masa  satu  tahun,  mulai  dari 

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan 

kinerja  yang  diterapkan  pemerintah  saat  ini,  maka  setiap  alokasi  APBD  harus 

disesuaikan  dengan  tingkat  pelayanan  yang  akan  dicapai.  Sehingga  kinerja 

pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.1

 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal  anggaran  yang  diberikan  kepada  SKPD untuk  setiap  program sebagai 

acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.2

 Perubahan APBD merupakan penyesuaian target kinerja dan/atau prakiraan/rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah  yang telah  ditetapkan sebelumnya untuk 

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan 

dengan peraturan daerah.3

 Perubahan Peraturan Daerah tentang APBD hanya dapat  dilakukan 1  (satu)  kali 

dalam  1  (satu)  tahun  anggaran,  kecuali  dalam  keadaan  luar  biasa.  Perubahan 

Peraturan Daerah tentang APBD dapat dilakukan apabila terjadi:4

1. Perkembangan  yang  tidak  sesuai  dengan  asumsi  KUA.  Perkembangan  yang 

tidak  sesuai  adalah  pelampauan  atau  tidak  tercapainya  proyeksi  pendapatan 

daerah, alokasi belanja daerah, dan lain-lain.

1  Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 
PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

2  Ibid
3 Ibid
4 Ibid
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2. Keadaan  yang  menyebabkan  harus  dilakukan  pergeseran  anggaran  antar  unit 

organisasi,  antar  kegiatan,  dan  antar  jenis  belanja.  Dapat  dilakukan  dengan 

melakukan perubahan APBD.

3. Keadaan  yang  menyebabkan  saldo  anggaran  lebih  tahun  sebelumnya  harus 

digunakan  dalam  tahun  berjalan.  Merupakan  sisa  lebih  perhitungan  tahun 

anggaran sebelumnya yang dapat digunakan untuk membayar bunga dan pokok 

utang dan/atau obligasi daerah, melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok 

utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS, mendanai kegiatan lanjutan, 

mendanai  program dan kegiatan baru,  serta  mendanai  kegiatan-kegiatan yang 

capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam 

DPA-SKPD tahun anggaran berjalan.

4. Keadaan  darurat.  Merupakan  keadaan  yang  tidak  biasa  terjadi  dan  tidak 

diinginkan terjadi secara berulang dan berada diluar kendali pemerintah. Dalam 

situasi ini pemerintah daerah dapat menggunakan anggaran tidak terduga.

5. Keadaan  luar  biasa.  Merupakan  keadaan  yang  menyebabkan  estimasi 

penerimaan  dan/atau  pengeluaran  dalam  APBD  mengalami  kenaikan  atau 

penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) yang didapat dari kenaikan 

pendapatan atau efisiensi belanja.

 Dasar Perubahan APBD diatur di dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Catatan Akhir :
1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah  

Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja  Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui  sebagai  pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah  
Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana  

informasi  umum  semata,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  nasehat  hukum  maupun  

pendapat suatu instansi
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